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PUTUSAN 

Nomor 1452/Pdt.G/2021/PA.Bjn 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis  hakim  telah  menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Talak antara: 

Pemohon,  tempat  dan  tanggal  lahir  Bojonegoro,  22  Juni  1975,  agama 

Islam, pekerjaan Tabib, Pendidikan Sekolah Dasar, 

tempat  kediaman  di  Dusun  Palangan  Rt.003  Rw.002 

Desa Besah, Kecamatan Kasiman, Kabupaten 

Bojonegoro, sebagai  Pemohon; 

melawan 

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 22 Juni 1977, agama 

Islam,  pekerjaan  Asisten  Rumah  Tangga,  Pendidikan 

Sekolah  Dasar,  tempat  kediaman  di  Dusun  Palangan 

Rt.003 Rw.002 Desa Besah, Kecamatan Kasiman, 

Kabupaten Bojonegoro, sebagai  Termohon;  

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 Juni 2021 telah 

mengajukan  permohonan  Cerai  Talak,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan Nomor 1452/Pdt.G/2021/PA.Bjn, 

tanggal 22 Juni 2021,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa  pada  tanggal  01  September  1995,  Pemohon  dengan  Termohon 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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sebagaimana  dalam  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  131/03/IX/1995  sesuai 

dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/KUA.13.16.21/ 

Pw.01/06/2021 tanggal 17 Juni 2021;   

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon 

berstatus Perawan;   

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah 

orangtua Pemohon selama 5 bulan, lalu pindah ke rumah Pemohon dengan 

Termohon selama 11 tahun 10 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana 

layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 anak perempuan yang bernama : 

Nurul Istiqomah, umur 24 tahun;   

4. Bahwa  alasan  Pemohon  mengajukan  Permohonan  cerai  talak  ini  adalah 

sebagaimana tersebut dibawah ini :  

a. Bahwa  semula  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon   berjalan  rukun 

dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2011 rumah tangga 

Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran;   

b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran anatar Pemohon dengan 

Termohon  adalah  Termohon   cemburu   kepada   Pemohon,  Termohon  

menganggap   Pemohon   menjalin  hubungan  cinta  dengan  wanita  lain. 

Pemohon  sudah  menjelaskan  bahwa  hal  tersebut  tidak  benar,  tetapi 

Termohon  tidak percaya;   

c. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Juni tahun 2012 

Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri yang hingga 

sekarang telah 9 tahun lamanya;   

d. Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah 

tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;   

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini;   

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada 

Pengadilan Agama Bojonegoro, agar menjatuhkan putusan yang amarnya 

sebagai berikut: 
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PRIMER : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu 

raj'i  terhadap  Termohon  (Termohon)  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama 

Bojonegoro ;  

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;  

SUBSIDER : 

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;  

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir 

dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil 

secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, 

juga tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut karena alasan yang sah 

menurut hukum;  

Bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  hadir  di  persidangan  maka  proses 

mediasi tidak dapat dilaksanakan; 

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena 

ketidakhadiran  Termohon  di  muka  persidangan,  namun  Majelis  Hakim  dalam 

setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada  Pemohon untuk rukun 

kembali dengan  Termohon, namun tidak berhasil; 

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam 

persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan 

oleh  Pemohon; 

Bahwa  oleh  karena    Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan 

patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka  

Termohon tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan 

maksud permohonan Pemohon tersebut; 

Bahwa  meskipun    Termohon  tidak  hadir  di  muka  persidangan,  namun 

suatu  permohonan  dapat  diterima  dan  dikabulkan  haruslah  tidak  melawan 

hukum dan beralasan, sehingga kepada  Pemohon dibebankan wajib 

pembuktian;    

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di 

persidangan telah mengajukan bukti surat berupa : 
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1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  an.  Pemohon  NIK  :  3522203101750001 

tanggal  16  Juni 2021,  Bukti  surat tersebut telah diberi meterai  cukup  dan 

telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua 

Majelis diberi tanda P.1; 

2. Fotokopi  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  311/KUA.13.16.21/Pw.01/ 

06/2021 tanggal 17 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan  Kasiman,  Kabupaten  Bojonegoro.  Bukti  surat  tersebut  telah 

diberi  meterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata 

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; 

Bahwa  selain  bukti  surat,  Pemohon  mengajukan  saksi-saksi  masing-

masing sebagai berikut:  

Saksi I :, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut: 

- Bahwa  saksi  mengenal  Pemohon  dan  Termohon  karena  saksi  adalah 

tetangga Pemohon; 

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  isteri  yang  sah,  dan  telah 

dikaruniai 1 orang anak, semula hidup rukun dan harmonis, namun 

kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  adalah  karena 

Termohon cemburu dan menuduh  Pemohon  menjalin hubungan cinta 

dengan wanita lain. Pemohon sudah menjelaskan bahwa hal tersebut tidak 

benar, tetapi Termohon  tidak percaya;  

- Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  sekarang  telah  berpisah  tempat 

tinggal  selama kurang lebih 9 tahun, serta tidak ada saling komunikasi; 

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon telah berusaha merukunkan 

Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sekarang sudah 

tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;  

Saksi II :, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut: 

- Bahwa  saksi  mengenal  Pemohon  dan  Termohon  karena  saksi  adalah 

saudara sepupu Pemohon; 

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  isteri  yang  sah,  dan  telah 

dikaruniai 1 orang anak, semula hidup rukun dan harmonis, namun 
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kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  adalah  karena 

Termohon cemburu dan menuduh  Pemohon  menjalin hubungan cinta 

dengan wanita lain. Pemohon sudah menjelaskan bahwa hal tersebut tidak 

benar, tetapi Termohon  tidak percaya;  

- Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  sekarang  telah  berpisah  tempat 

tinggal  selama kurang lebih 9 tahun, serta tidak ada saling komunikasi; 

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon telah berusaha 

merukunkan  Pemohon  dan  Termohon,  namun  tidak  berhasil,  dan  saksi 

sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;  

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada 

pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan; 

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka 

ditunjuk  berita  acara  persidangan  perkara  ini,  yang  merupakan  bagian  yang 

tidak terpisahkan dari putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  adalah 

sebagaimana tersebut di atas;  

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan 

Termohon  pada  tanggal  01  September  1995,  sebagaimana  tercantum  pada 

Duplikat  Kutipan Akta Nikah Nomor  311/KUA.13.16.21/Pw.01/06/2021 tanggal 

17 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Kasiman,  Kabupaten  Bojonegoro,  dan  perkawinan  tersebut  hingga  saat  ini 

belum  pernah  putus,  dengan  demikian  Pemohon  mempunyai legal  standing 

untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan 

cara  menasihati    Pemohon  agar  rukun  kembali  dan  mengurungkan  niatnya 

untuk bercerai dengan  Termohon, namun tidak berhasil; 

Menimbang,  bahwa  Termohon  telah  dipanggil  secara  sah  dan  patut  

untuk  hadir  pada  persidangan  yang  telah  ditentukan,    tetapi  Termohon  tidak 

hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor  : 1452/Pdt.G/2021/PA.Bjn  
 

mewakilinya,  oleh  karena  itu  upaya  perdamaian  sebagaimana  diperintahkan 

dalam Pasal 130 HIR. junctis  Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 

7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;  

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa 

rumah  tangganya  sudah  tidak  harmonis  lagi,  sering  terjadi  perselisihan  dan 

pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu dan menuduh  

Pemohon  menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Pemohon sudah 

menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar, tetapi Termohon  tidak percaya;  

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap 

di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, 

dengan  demikian  Termohon  dapat  dinyatakan  tidak  hadir  dan  dianggap  tidak 

ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dan 

diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal ini sesuai pula dengan 

pendapat  ahli  hukum  Islam  dalam  kitab  Al  Anwar  Juz  II  halaman  149  yang 

berbunyi sebagai berikut; 

 

Artinya: “Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau 

enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa 

bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;  

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  perceraian,  meskipun  perkara  ini 

diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun  alasan-

alasan perceraian tetap harus dibuktikan;   

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon  telah  mengajukan  bukti  tertulis  P.1  dan  P.2,  serta  2  (dua)  orang 

saksi, masing-masing bernama : Subakir bin Suradi  (tetangga Pemohon) dan 

Ngasemin bin Karjan (saudara sepupu Pemohon); 

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  berupa  fotokopi  Kartu  Tanda    Penduduk 

atas  nama  Pemohon,  yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat  yang  berwenang,  telah 

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut 
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merupakan  bukti  otentik,  mempunyai  nilai  pembuktian  yang  sempurna  dan 

mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di 

persidangan, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama 

Bojonegoro untuk memeriksa dan mengadilinya; 

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  berupa  fotokopi  Duplikat  Kutipan  Akta 

Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup 

dan  cocok  dengan  aslinya,  maka  alat  bukti  tersebut  merupakan  bukti  otentik, 

mempunyai  nilai  pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat,  dengan  demikian 

bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon 

tersebut,  dibawah  sumpah menerangkan bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan 

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara 

keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun, dan sejak itu  antara 

keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;   

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, 

didasarkan  pada  pengetahuan,  penglihatan  dan  pendengaran  langsung,  dan 

keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi 

tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 

170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009,  saksi-saksi  Pemohon  di  atas  dipandang  telah  memenuhi  syarat  formil 

maupun  materiil,  maka  keterangan  para  saksi  tersebut  dapat  diterima  dan 

dipertimbangkan;     

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang 

diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut: 

 Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang 

sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak; 

 Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  tidak  harmonis  lagi, 

diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus 

menerus yang disebabkan karena Termohon cemburu dan menuduh  

Pemohon   menjalin  hubungan  cinta  dengan  wanita  lain.  Pemohon  sudah 
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menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar, tetapi Termohon  tidak 

percaya;  

 Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,  kemudian  terjadi 

pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang 

berlangsung selama kurang lebih 9 tahun; 

 Bahwa  selama  pisah  tempat  tinggal  tersebut,  Pemohon  dan  Termohon 

tidak  pernah  saling  mengunjungi  dan  berkomunikasi,  demi  keutuhan  dan 

keharmonisan rumah tangga; 

 Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-

sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon; 

 Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  mendamaikan  atau  merukunkan 

Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil; 

Menimbang,  bahwa  dalam petitum  angka  2  Pemohon  menuntut  agar 

diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan 

dipertimbangkan sebagai berikut; 

Menimbang,  bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  dalam  kehidupan 

rumah  tangganya    selalu  berselisih  dan  bertengkar  terus  menerus,  keadaan 

rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  yang  demikian  disimpulkan  sebagai  

suatu rumah tangga yang sudah pecah;   

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, 

terbukti Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan 

kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah 

gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia 

sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu mengingat:   

- Hadits Nabi Muhammad SAW:  

 

Artinya:  “Tidak  boleh  membuat  penderitaan  bagi  diri  sendiri  dan  tidak  boleh 

membuat penderitaan bagi orang lain”  

-Al Qur’an surat Al Baqarah 229  yang berbunyi:  
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Artinya:  “Talak  (yang  dapat  dirujuk)  itu  dua  kali  maka  setelah  itu  boleh  rujuk 

dengan cara yang ma’ruf atau cerai dengan cara yang baik“;   

Menimbang,  bahwa  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor: 

534/K/Pdt/1996  tanggal  18  Juni  1996  juga  ditemukan  suatu  kaidah  hukum 

bahwa  dalam  perceraian  yang  perlu  dilihat  adalah  perkawinan  itu  sendiri, 

apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan 

siapa  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  perselisihan  dalam  rumah  tangga 

tersebut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan a quo, 

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan 

Termohon adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada tetap 

mempertahankan  rumah  tangganya,  sebab  rumah  tangga  yang  sudah  pecah 

apabila tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak menimbulkan 

penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan;   

Menimbang,  bahwa  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  dipandang  telah 

memenuhi  alasan  dapat  terjadinya  perceraian  sebagaimana  ditentukan  Pasal 

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf 

(f) Kompilasi Hukum Islam;   

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan 

sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, 

maka  sesuai  Pasal  118  Kompilasi  Hukum  Islam  talak  yang  dijatuhkan  oleh 

Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i; 

Menimbang,  bahwa  atas  dasar  pertimbangan  tersebut  di  atas,  karena 

dalil  permohonan a  quo    Pemohon  telah  terbukti  dan  tidak  melawan  hukum, 

maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan 

verstek;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang 

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  sebagaimana  telah  diubah 

dengan  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan 

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada 

Pemohon;   
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Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan 

yang berlaku yang berkaitan dalam  perkara ini; 

 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk 

menghadap ke persidangan tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; 

3. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Pemohon)  untuk  menjatuhkan  talak  satu 

raj’i  terhadap  Termohon  (Termohon)  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama 

Bojonegoro; 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang 

hingga  kini  diperhitungkan  sejumlah  Rp.  445.000,00  (empat  ratus  empat   

puluh lima ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang  

dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 Masehi. bertepatan 

dengan tanggal 21 Dzulqoidah 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Gembong Edy 

Sujarno,  M.H.  sebagai  Ketua  Majelis,  dan  Drs.  Suwarto,  M.H.  serta  Drs.  H. 

Maftuh Basuni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Jumat tanggal 

02 Juli 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqoidah 1442 Hijriyah. 

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan 

dibantu  oleh  M.  Ulin  Nuha,  S.Ag.  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri 

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;  

Hakim Anggota I, Ketua Majelis, 

Ttd. Ttd. 

Drs. Suwarto, M.H.    Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M. H. 

Hakim Anggota II,  

Ttd.  

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.  

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor  : 1452/Pdt.G/2021/PA.Bjn  
 

 Panitera Pengganti, 

 Ttd. 

 M. Ulin Nuha, S.Ag. 

Perincian Biaya Perkara: 

Pendaftaran Rp 30.000,- Salinan sesuai dengan aslinya oleh: 

Proses  Rp 75.000,- Panitera  

Panggilan 

PNBP Panggilan 

Rp 

Rp 

300.000,- 

20.000,- 

Pengadilan Agama Bojonegoro 

Redaksi Rp 10.000,-  

Meterai Rp 10.000,-  

Jumlah  Rp 445.000,- Drs. H. Solikin, S.H., M.H. 

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) 
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